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PENdahuluaN
Adalah Islam, agama rahmatan lil alamin yang ajarannya mengusung 
keadilan bagi seluruh pemeluknya. Hal ini tergambar dalam salah satu aturan-
nya yakni hukum pidana Islam. Hukum pidana Islam merupakan petunjuk 
mengenai tingkah laku untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Di 
samping itu, juga dianggap sebagai perangkat kerja sistem sosial yang melaku-
kan tugasnya dengan menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan 
dalam mengatur hubungan antar manusia.1 Karena sebagai makhluk sosial, 
interaksi antar manusia adalah suatu keharusan dan pasti.
Namun dalam realitasnya, bisa saja dalam interaksi sosial tersebut mun-
cul kejahatan. Artinya individunya melakukan pelanggaran terhadap aturan-
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aturan yang sudah ditetapkan oleh syarak. Oleh karena itu untuk menertib-
kannya serta untuk mewujudkan rasa keadilan, sanksi (hukuman) ditetapkan 
bagi pelanggarnya.
Salah satu bentuk hukuman yang diperintahkan oleh Allah (syarak) ada-
lah hukuman qisas.2 Hukum ini pada esensinya memberi hak kepada orang 
yang dirugikan untuk membalas kepada yang merugikannya dengan kadar 
yang seimbang (setara). Dengan demikian hukuman adalah sebuah cara agar 
pelakunya berhenti dan tidak lagi mengulanginya. Juga sebagai media preven-
tif bagi orang lain. Berkaitan dengan ini, maka diyakini bahwa setiap perada-
ban pasti memiliki bentuk hukum dan jenis hukuman tersendiri yang masing-
masingnya bisa berjalan sesuai dengan apa yang telah digariskan.3
Belakangan, hukum pidana Islam hanya dipahami dari aspek sanksinya 
(uqubat) saja. Seperti hukum mati, potong tangan, rajam (terpidana dilempar 
dengan batu hingga mati), dan jilid (terpidana dipukul dengan rotan). Pema-
haman ini kemudian melahirkan kesan bahwa hukum pidana Islam bengis 
dan barbarian ala Arab pada masa klasik. Islam dianggap sebagai agama yang 
tidak menghargai Hak Azazi Manusia (HAM), khususnya tidak menghormati 
hak hidup individu manusianya. Terinspirasi dari permasalahan di atas ma-
ka penulis mencoba menuangkannya dalam karya ilmiah dengan judul 
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waJah huKuM PIdaNa IslaM
Tidak banyak kajian hukum, khususnya hukum pidana Islam yang mem-
bahas bagaimana tindak pidana seperti pembunuhan itu bisa dikenai hukuman 
qisas. Bahwa tidak sembarang pembunuhan, akan serta merta dibalas dengan 
pembunuhan pula. Qisas, hanya bisa ditegakkan jika memenuhi unsur tindak 
pidana (yakni amad = kesengajaan) dan unsur pertangungjawaban pidana. 
Hanya tindak pidana pembunuhan yang disengaja saja (al­qatlu al­amd) yang 
bisa dikenai qisas, dengan syarat bahwa pihak keluarga atau ahli waris tidak 
memberikan ampunan (ma’fu) kepada pelaku. Apabila ada pengampunan dari 
pihak keluarga korban, maka hukuman qisas tidak bisa dilaksanakan. Adapun 
dari unsur pertanggunjawaban pidana, maka qisas dilaksanakan jika pembu-
nuhan dilakukan karena kehendak sendiri bukan karena skenario dari pihak 
lain atau tokoh dibalik layar.
Yang menarik dari tindak pidana pembunuhan ini, adalah ma’fu (pema-
afan). Istilah ini tidak dikenal dalam sistem hukum konvensional. Dalam 
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hukum konvensional pembunuhan sebagai delik biasa, tetap diproses sebagai 
tindak pidana pembunuhan. Bedanya, pada hukum pidana Islam, pelaku 
yang mendapat maaf dari pihak korban, maka hukumannya beralih kepada 
diyat4. Sementara dalam hukum konvensional tetap dihukum seperti yang 
ditetapkan dalam ketentuan hukum tersebut.
Begitu juga tidak semua pencurian dapat dikenai hukuman potong 
tangan.5 Karena itu pelaksanaan hukum potong tangan bagi pencuri, bukan 
berarti hukum Islam itu kejam dan tidak berprikemanusiaan. Karena secara 
logika, hukum potong tangan tidak lebih kejam dibanding mengambil hak 
orang lain, sehingga menyebabkan ratusan bahkan ribuan orang menderita. 
Secara khusus dalam praktiknya tidak semua pencuri wajib dipotong tangan-
nya. Ada kadar tertentu dan tuntunan tersendiri yang mengaturnya.6 
Dalam hukum pidana Islam, beberapa hukuman mungkin terlihat berat 
atau bahkan keras. Beratnya hukuman yang diancamkan bagi beberapa kejaha-
tan seperti perzinaan,7 bertujuan menjaga nilai-nilai dan standar moral yang 
merupakan perhatian utama dari agama. Akan tetapi, pengertian seperti itu, 
tidak mudah muncul dari masyarakat modern karena hubungan seksual sebe-
lum atau diluar nikah dipandang tidak bertentangan dengan moral.8 Bahkan 
hubungan seksual sesama jenis dianggap normal dan hak setiap pribadi yang 
tidak bisa diganggu gugat. 
Sebenarnya beratnya ancaman pidana dalam Islam bagi pelaku kejaha-
tan seks, bertujuan untuk menghindari manusia dari dorongan nafsu seksual 
yang bebas, dan mendorong umatnya melakukan perkawinan sebagai solusi 
untuk melakukan hubungan seks secara halal. Filosofisnya, hubungan seks 
yang bebas berdampak buruk. Antara lain : menyebabkan penyebaran penya-
kit yang berbahaya, menyebabkan terjadinya pembunuhan (karena rasa cem-
buru), merusak rumah tangga, menyia-nyiakan keturunan, menipu keluarga, 
dan menimbulkan kejahatan lainnya.9 Namun dalam pidana ini tidak ada 
istilah maaf yang dapat meringankan atau membebaskan pelakunya dari 
hukuman. Karena pidana ini termasuk kategori pidana hudud10 yang huku-
mannya adalah hak Allah. Uqubah (sanksi) yang menjadi hak Allah tidak 
boleh diubah, ditukar, ditambah, atau dikurangi. Hukuman tersebut harus 
dijalankan sebagaimana adanya.
Prof. Amin Suma, anggota Tim revisi KUHP, menyayangkan kesan yang 
keliru itu. “Hukum pidana Islam tidak hanya berisi hukuman atau uqubat 
saja. Hukum pidana Islam adalah sebuah sistem yang saling terkait,”11
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Artinya, masalah hukuman dalam hukum pidana Islam, apapun bentuk-
nya, baik itu qisas, ataupun hukuman hudud jangan dipahami secara kaku 
atau bahkan terlalu kaku. Karena dalam qisas misalnya, terdapat lembaga ma-
af yang berfungsi menggantikan hukuman qisas dengan diyat, bahkan ketika 
hukuman diyat ini pun dimaafkan pihak korban, maka diyat juga tidak dapat 
dilaksanakan. 
Dengan demikian dipahami bahwa hukuman qisas hanya diperuntukkan 
bagi pelaku tindak pidana pembunuhan sengaja. Namun, hukuman tersebut 
bagi pelaku pembunuhan, tidak mutlak dijatuhkan. Mengingat adanya keten-
tuan lain yang dapat menggugurkan hukuman qisas tersebut yakni dengan 
adanya kemaafan dari pihak ahli waris terbunuh. Allah berfirman dalam surat 
Al-Baqarah ayat 178. 
Artinya: “Hai orang­orang yang beriman diwajibkan atas kamu qisas dalam 
hal pembunuhan, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan 
hamba dan wanita dengan wanita. Maka siapa yang memaafkan dari 
saudaranya hendaknya (yang dimaafkan) mengikuti dengan cara yang baik 
dan hendak (yang diberi maaf) membayar diyat kepada yang memaafkan 
dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu merupakan keringatan dari 
Tuhan­Mu dan rahmat.”
Bahkan Ketua Majelis Ulama Islam (MUI) Umar Shihab membenarkan 
bahwa hukuman qisas sebenarnya sesuai dengan hukum Islam. Dalam Islam 
disebutkan seseorang yang sengaja menghilangkan nyawa orang lain akan 
mendapat hukuman yang setimpal.12 
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huKuM IslaM dalaM PaNdaNGaN orIENtalIs
Dalam buku-buku karya para orientalis13 dan pengikutnya, berbagai 
kritik tajam diarahkan terutama adalah soal hukuman. Hukum pidana Islam 
dideskripsikan tidak transparan dan diopinikan kejam serta tidak manusiawi. 
Hukuman mati bagi orang murtad, misalnya, sering dituduh terlalu kejam dan 
sadis. Kasus lainnya yang dianggap sebagai gambaran kejamnya hukum Islam 
adalah hukuman mati (rajam) bagi pezina yang terikat perkawinan (adultery), 
hukuman cambuk 100 kali bagi pezina yang belum menikah (fornication), 
hukuman qisas (balasan) dalam hal penganiayaan dan pembunuhan. Hukuman 
potong tangan bagi pencuri dan lain sebagainya. Persoalannya seringkali mun-
cul dalam bentuk-bentuk hukuman tersebut yang hanya dilihat dari satu si-
si saja, yakni kemanusiaan menurut standar abad 20 yang dianggap paling 
beradap. Tidak dilihat maksud, alasan, tujuan dan keefektifan hukuman-hu-
kuman tersebut.
Misalnya hukuman qisas dalam pembunuhan. Filosofinya agar terwujud 
masyarakat yang aman, dimana setiap individunya menghargai hak hidup 
individu yang lain. Menghukum si pembunuh dengan hukuman yang sama, 
bukan berarti gambaran hukum pidana Islam itu kejam. Akan tetapi yang lebih 
kejam bahkan sadis adalah orang yang melakukan pembunuhan tersebut. 
Pandangan negatif tersebut lahir karena 2 (dua) alasan utama. Pertama, 
secara konseptual, sistem pidana Islam dianggap bertentangan dengan pola 
pikir kaum sekuler/liberal. Misalnya, hukuman mati untuk orang murtad, 
dianggap kejam dan salah bukan karena Islamnya yang salah, tapi karena 
bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama yang dianut secara fanatik 
oleh kaum sekuler. Kedua, secara praktikal, sistem pidana yang sedang dite-
rapkan memang bukan sistem pidana Islam. Hukum potong tangan untuk 
pencuri dipandang salah dan sadis bukan karena Islamnya yang salah, me-
lainkan karena bertentangan dengan sistem pidana umum dengan kitabnya 
yang dikenal dengan nama Wetboek van Strafrecht (berlaku di Indonesia sejak 
tahun 194614 yang tertera dalam pasal 362 KUHP. Dalam pasal ini, pencuri 
diancam pidana penjara paling lama lima tahun. 
Muhammad Iqbal Siddiqi15 melihat bahwa kritik-kritik Barat yang dilan-
carkan terhadap hukuman perzinaan bukan semata karena mereka tidak suka 
terhadap ide hukuman fisik, tetapi lebih karena perasaan moral (moral sense) 
yang belum terbangun seutuhnya. Pertama, karena mereka memandang perzi-
naan (fornication) sebagai sesuatu yang indecent; hubungan seks adalah sesuatu 
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yang biasa dan menyenangkan kedua pelakunya walau hanya sesaat saja. Oleh 
karena itu mereka ingin agar hukum mentoleransi perbuatan tersebut, dan 
tidak memandangnya sebagai perbuatan yang serius kecuali jika dilakukan 
dengan paksaan.
Namun kata siddiqi, jika perasaan moral dan sosial telah terbangun, 
mereka akan menyadari bahwa perzinaan, baik yang dilakukan dengan pak-
saan atau sukarela, baik oleh orang yang terikat perkawinan atau belum, me-
rupakan suatu kejahatan sosial yang akan mempengaruhi masyarakat secara 
keseluruhannya.16 
Kritik terhadap hukuman dalam pidana Islam bisa juga disebabkan ka-
rena tidak disadarinya alasan spiritual dari hukuman itu sendiri. Hukuman 
bukanlah dijatuhkan secara kejam oleh seseorang kepada orang lain. Melainkan 
suatu pelaksanaan dari ketentuan Allah terhadap hamba-hambanya. Ketaatan 
kepada hukum Allah adalah karakter dasar bagi masyarakat muslim yang 
benar.17 
Intinya, kesan negatif seperti itu muncul karena hukum pidana Islam 
tidak dilihat secara utuh atau parsial. Apalagi masih ada wilayah dalam hukum 
pidana Islam yang belum diakui oleh sebagian pakar hukum sebagai subyek 
hukum, yaitu hak Allah. Dalam Islam hak tersebut diatur dan merupakan 
pertimbangan dalam keputusan hukum yang diklasifikasikan dalam jarimah 
hudud, yakni zina, qazaf (menuduh berzina), sariqah (pencurian), hirabah 
(perampokan), bagyu (separatis), surb al khamr (meminum minuman khamar), 
dan riddah (murtad). Hal inilah yang banyak menjadi kontroversi dikalangan 
para ahli hukum, dan orientalis dari segi jenis kejahatan dan hukumannya 
yang dianggap melewati batas Hak Azazi Manusia (HAM) dan adanya unsur 
diskriminatif keagamaan. 
Salah satu tokoh yang turut memberikan perubahan positif terhadap 
wajah hukum pidana Islam adalah Muhammad Syahrur.18 Sahrur dengan “teori 
batasnya”, mengungkapkan bahwa dalam hukum Islam yang berdasarkan 
nash, ada hukuman maksimal dan minimal. Misal dalam pencurian, bahwa 
hukuman potong tangan adalah hukuman yang paling maksimal, sehingga 
masih bisa untuk dihukum dengan hukuman yang lain, yakni hukuman pen-
jara atau denda. Dalam qisas pun hukuman tersebut sangat fleksibel, misal 
dalam pembunuhan, apabila pihak korban memaafkan maka pelaku tidak 
diqisas (bunuh), tetapi diganti dengan diyat. Bahkan memungkinkan dihu-
kum dengan hukuman yang lebih ringan, jika pelaku dimaafkan lagi.
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tolEraNsI dalaM waCaNa huKuM PIdaNa IslaM
Berbicara tentang toleransi hukum, maka ini erat kaitannya dengan 
dispensasi hukuman bagi pelaku kejahatan. Adanya dispensasi hukuman bagi 
pelaku sangat berkaitan dengan apakah yang dilanggar itu menyentuh hak 
Allah atau hak hamba. Jika menyentuh hak Allah, maka disana tidak ada 
toleransi. Artinya hukuman mesti dilaksanakan sebagaimana adanya. Akan 
tetapi jika pidana tersebut tergolong hak hamba, maka disinilah ruang toleran-
si itu ada. Dalam pidana Islam, kategori pidana yang menyentuh hak hamba 
adalah pidana pembunuhan, tidak dalam pidana hudud. 
Adapun yang dimaksud dengan hak Allah adalah setiap sanksi yang mewu-
judkan kemaslahatan masyarakat, yakni menolak kemudaratan dari manusia 
dan mewujudkan ketentramanan serta keselamatan bagi mereka. Artinya se-
tiap pidana yang mafsadatnya kembali kepada masyarakat, dan manfaat sank-
sinya juga kembali kepada mereka, maka dipandanglah itu sebagai sanksi 
yang ditetapkan sebagai hak Allah. Sanksi yang bersifat hak Allah ini tidak 
boleh diganggu gugat baik oleh individu atau pun masyakat. Tak seorangpun 
boleh mengintervensi hukuman hudud tersebut. Karena pidana hudud ini 
adalah pidana yang sangat berbahaya yang berhubungan dengan kehidupan 
manusia di setiap waktu dan tempat. Bila ada ruang intervensi bagi individu 
/masyarakatnya, tentu akan terjadi ketidakadilan. Oleh sebab itulah sanksi 
tersebut dijalankan sebagaimana adanya. Pidana yang sanksinya termasuk hak 
Allah ini terbagi kepada 7 macam yakni : zina, qazaf, sirqah, hirabah, surb al-
khamri, riddah, dan bagyu. 
Adapun hak hamba meskipun sanksinya ditentukan oleh syarak, tetapi 
personalnya memiliki hak afrad. Yakni pihak korban bisa saja memaafkan 
pelaku jika ia mau. Kalau korban/keluarga korban memaafkan, maka maaf 
tersebut berdampak pada gugurnya hukuman asli, lalu hukuman asli terse-
but beralih kepada hukuman pengganti. Yang termasuk dalam hak ini ada-
lah pidana qisas dan diyat. Dengan demikian terlihat bahwa pemaafan erat 
kaitannya dengan hak individu yang menjadi korban. Seorang terdakwa (pe-
laku) bisa saja terbebas dari sanksi pidana jika ia dimaafkan oleh korban atau 
keluarga korban. Itulah sekadar gambaran kesesuaian model hukuman dalam 
pidana Islam dengan misi Islam yang rahmatan lil alamin, sebagai agama yang 
menghargai hak-hak asasi manusia.
Sebenarnya persoalan krusial dalam pidana Islam adalah masih banyaknya 
istilah-istilah hukum pidana Islam yang menggunakan istilah Arab dan latar 
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belakang arab, sehingga hukum pidana Islam hanya dianggap pas dengan kon-
teks Arab. Padahal dalam filasafat hukum Islam, secara substansial hukum 
Islam bersifat universal berlaku di berbagai tempat dan zaman (shalihun li-
kulli zamanin wa makanin). Hukum Islam bukanlah hukum yang stagnan.
Selain itu kekhasan hukum Islam yang bersandarkan kepada teks al-
Qur’an memberikan gambaran bahwa hukum Islam tidak beubah-ubah. Ini-
lah wajah hukum pidana Islam yang oleh para pakar hukum Islam menjadi 
salah satu sistem hukum yang mapan dan permanent.
KEsIMPulaN
Toleransi hukum Islam dalam pidana sebenarnya tampak pada pidana 
yang sanksinya berkaitan dengan hak pribadi yakni pidana pembunuhan 
yang sanksinya adalah qisas. Jika pihak korban memaafkan pelaku, maka 
qisas berganti dengan sanksi yang lain yakni diyat. Bahkan jika diyat pun 
dimaafkan, maka beralih dengan hukuman yang lebih ringan. Inilah bentuk 
toleransi itu. Akan tetapi toleransi tersebut tidak berlaku dalam pidana hudud 
karena pidana tersebut menyentuh hak Allah. Dalam jenis pidana inilah para 
orientalis keliru memahami hukum pidana Islam sebagai hukum yang sadis 
dan kejam (dehumanis) dan out of date. Hal ini dimungkinkan karena kajian 
yang kurang mendalam dan adanya stagnasi dalam penafsiran hukum pidana 
Islam tersebut. [ ]
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